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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PUNCAK JAYA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA 

NOMOR : 160/HK.03.1/9107/2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PUNCAK JAYA NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan 

dan pemberantasan korupsi serta sebagai upaya 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Puncak Jaya; 

b. bahwa dalam rangka menunjang efektifitas pengendalian 

gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Puncak Jaya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Puncak Jaya tentang Pembentukan Tim 

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak 

Jaya; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari 

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

SALINAN 
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 Nomor . . .  

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesa Nomor 4250); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah 

diubah  beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesa Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
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  9. Undang- . . .  

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4884); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4806); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5215) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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 Tata Kerja . . .  

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 196); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
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 sebagaimana . . .  

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

 

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 

Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota Tahun 2021; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 159/PW.01-BA/9107/ 

/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Tim 

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak 

Jaya; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 25/HK.03.1-

Kpt/9107/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PUNCAK JAYA. 

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Unit 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Puncak Jaya, yang terdiri dari Pengarah, 

Ketua, Sekretaris, dan Anggota. 

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Puncak Jaya, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya 
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 Panitia . . .  

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah 

sebagai berikut : 

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan 

gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemugutan Suara; 

2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian 

Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan 

Umum dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, 

Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara; 

3. menerima laporan penerimaan gratifikasi; 

4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan 

gratifikasi; 

5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan 

subjek pelaporan penerimaan gratifikasi; 

6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan 

penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan 

barang yang mudah rusak atau busuk; 

7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari 

Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak 

Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara 

kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan 

Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian 

Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua setiap 

kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; 

8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran 

gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemugutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, 
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 b. membantu. . .  

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemugutan Suara; 

9. menyampaikan laporan berkala kepada kepada Unit 

Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan 

tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang 

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan 

gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, 

Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara; dan 

10. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian 

Gratifikasi. 

KEEMPAT : Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Puncak Jaya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut : 

a. memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim 

Satuan Tugas  Unit Pengendalian Gratifikasi; 

b. memberi masukan yang berkaitan dengan program 

dan kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi; dan 

c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan Tim Satuan 

Tugas  Unit Pengendalian Gratifikasi.  

2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut : 

a. merumuskan dan menyusun rencana program serta 

kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi; dan 

b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim 

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; 

3. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut : 

a. membantu Ketua dalam merumuskan dan 

menyusun rencana program serta kegiatan Tim 

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; 
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 KELIMA . . .  

b. membantu kelancaran tugas anggota dalam rangka 

peningkatan dan pencapaian sasaran maupun 

tujuan program serta kegiatan; 

c. mendokumentasikan pelaksanaan program dan 

kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi; 

d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, 

memberikan asistensi, dan melakukan monitoring 

pelaksanaan program serta kegiatan Tim Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; dan 

e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan 

hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tim Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi. 

4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan program dan kegiatan Tim Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dalam rangka 

pencapaian sasaran maupun tujuan; 

b. menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan 

kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tim 

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi serta 

Tim Satuan Tugas unit pengendalian gratifikasi; dan 

c. menyusun hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi. 
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Mulia 

pada tanggal 5 Juli 2022 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PUNCAK JAYA, 

 

ttd 

 

DARINUS WONDA 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PUNCAK JAYA 
Kepala Sub Bagian, 

 
 

 
Lusiana Rumawi 
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 LAMPIRAN 

 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN PUNCAK JAYA 

 NOMOR : 160/HK.03.1/9107/2022 

 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA 

NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/XI/2021 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN 

TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PUNCAK JAYA 

 

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA 

 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 2 3 4 

1 Darinus Wonda Ketua KPU Kabupaten 

Puncak Jaya 

Pengarah 

2 Rainus Murib Anggota KPU Kabupaten 

Puncak Jaya  

Pengarah 

3 Merkius Wonda Anggota KPU Kabupaten 

Puncak Jaya  

Pengarah 

4 Beniak Gire Anggota KPU Kabupaten 

Puncak Jaya  

Pengarah 

5 Martinus S. Ulukyanan Sekretaris KPU 

Kabupaten Puncak Jaya 

Ketua 

6 Lusiana Rumawi Kepala Sub Bagian 

Hukum Sekretariat KPU 

Kabupaten Puncak Jaya 

Sekretaris 

7 Yoshepina Fince Iek Kepala Sub Bagian 

Keuangan, Umum dan 

Logistik Sekretariat KPU 

Anggota 
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NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 2 3 4 

Kabupaten Puncak Jaya 

8 Yeditya Wayoi Kepala Sub Bagian 

Teknis Pemilu dan 

Hupmas Sekretariat KPU 

Kabupaten Puncak Jaya 

Anggota 

9 Martinus Tumanan Kepala Sub Bagian 

Program dan Data 

Sekretariat KPU 

Kabupaten Puncak Jaya 

Anggota 

 

 
 

Ditetapkan di Mulia 

pada tanggal 5 Juli 2022 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN PUNCAK JAYA, 

 

 ttd. 

 

 DARINUS WONDA 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PUNCAK JAYA 

Kepala Sub Bagian, 
 
 

 
 
Lusiana Rumawi 

 
 

 
 
 

 


